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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Regional Financial Performance of Anambas Islands Regency
for Fiscal Year 2021-2023. This research is descriptive in nature with a quantitative approach. Through this
approach, the research was conducted by collecting research data related to the report on the results of the Budget
and Realization of Regional Revenue and Expenditure of Anambas Islands Regency for 2021 to 2023 and
calculating the Regional Financial Ratio of Anambas Islands Regency. The type of research used is descriptive.
Based on the results of the research that has been conducted, the analysis of the financial performance of the
Anambas I[slands Regency Government through the Regional Work Unit BPKPD (Regional Financial and Revenue
Management Agency) for the 2021-2023 Budget Year. The results of calculating several ratios to see the Regional
Financial Performance of the Anambas Islands Regency for the 2021-2023 Budget Year, the Anambas Islands
Regency still has very low fiscal independence with an RKKD below 5%. High dependence on Transfer Revenue
makes regional finances vulnerable to central fiscal policy. Regional revenue growth from 2020 to 2023 is relatively
low. The increase that occurred in the 2022-2023 period, although positive, has not yet reached the minimum
threshold for the moderate category. In particular, the stagnant PAD performance and decline in certain periods
indicate the need for a more aggressive strategy in collecting regional original revenue.
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PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat
lokal. Sebagai bagian dari sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengelola anggaran dan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas pembangunan lokal. Namun, pengelolaan keuangan daerah sering kali dihadapkan pada
berbagai tantangan dan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius.

Dalam hal keuangan daerah, Fathah (2017) mengatakan bahwa keuangan daerah memiliki
tujuan agar lebih efisien dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dan
mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas
pembantuan. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah.(Nordiawan, dkk, 2007). Pada umumnya penerimaan daerah dalam APBD paling
banyak bersumber dari dana transfer umum seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Kinerja Keuangan Daerah menjadi pertaruhan bagi penyelenggara keuangan daerah khususnya
dalam usaha mendongkrak penerimaan PAD dan beberapa komponen dalam APBD yang berdampak

167



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

signifikan bagi pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sesuai misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, dengan memperhitungkan
indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact)
(Bastian, 2010). Oleh karena itu pemerintah perlu mengukur sejauh mana kesesuaian program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran pada visi dan misinya (Pramono, 2014).

Melalui analisis kinerja keuangan daerah, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam
pengelolaan keuangan daerah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Hasil analisis ini dapat
menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi perbaikan dan reformasi kebijakan
keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kurangnya keahlian di pemerintah daerah yang lebih
kecil dapat berdampak pada kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ditetapkan oleh GASB,
sehingga mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi keuangan (Rivenbark, 2023). Tata kelola
pemerintah yang baik, yang ditunjukkan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, telah dikaitkan
dengan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (Rosmiaty, 2016).

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai bagian dari wilayah kepulauan di
Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan keuangan daerah memiliki tantangan tersendiri. Infrastruktur
yang terbatas, ketergantungan pada sektor pariwisata dan perikanan, serta karakteristik geografis yang
unik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keuangan daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah
memiliki peran strategis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup SKPD yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan pendapatan, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD), yang memegang peranan kunci dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, serta
pendapatan lain yang sah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan kerangka kerja yang menyeluruh yang
mengatur bagaimana pemerintah daerah mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan dengan
transparan, akuntabel, dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Implementasi kebijakan ini melibatkan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual, yang
mencatat transaksi pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memberikan
gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan
akuntansi mencakup pengendalian internal yang ketat untuk melindungi aset pemerintah daerah,
memastikan keandalan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengendalian ini
melibatkan prosedur audit internal, pemisahan tugas, dan mekanisme pengawasan yang dirancang
untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.

Selama beberapa tahun terakhir, tantangan dan tuntutan terhadap pemerintah daerah semakin
kompleks, baik dari segi pengelolaan keuangan maupun pencapaian kinerja pembangunan. Kabupaten
Kepulauan Anambas sebagai contoh, dihadapkan pada berbagai dinamika, seperti perubahan kondisi
ekonomi, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta tekanan untuk mencapai target-target
pembangunan yang ditetapkan.

168



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

Saat ini banyak daerah yang justru bergantung dengan dana transfer dari pusat. Banyak daerah
yang menuntut transfer dana yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), dan bukannya
mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Ketergantungan Pemerintah daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Dana Transfer Umum (DTU) lebih dari 96% dari total
penerimaan daerah. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat menurut Machmud, Kawung, &
Rompas (2014:5) harus seminimal mungkin, maka Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD)
menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan. Sehingga dengan adanya otonomi
daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat
melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing (Magdalena & Kurniawan,
2013:92).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sedangkan menurut Kuswandi (2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang
dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan,
dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah tugas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung
pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi
bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya,
yang kemudian dikonsolidasikan dengan perangkat daerah(Anita Wulandari, 2017).

APBD merupakan anggaran pemerintah daerah tentang rencana keuangan sehingga dapat
direalisasikan pada satu tahun anggaran (Nugraha, 2017). APBD disusun untuk menyelaraskan
kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat,
dan mempersiapkan kondisi pengelolaan anggaran secara baik. Salah satu tujuan dari penyusunan
APBD vyaitu anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan
kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara (Darise, 2006: 142).

169



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

Analisis rasio terhadap APBD adalah salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Armaja et al. 2015). Salah satu cara untuk menilai kinerja
keuangan daerah terhadap APBD yaitu menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah. Analisis rasio tersebut digunakan untuk menilai seberapa besar
kemampuan keuangan daerah yang didapat melalui PAD untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya
guna mencapai keberhasilan otonomi daerah (Putra & Hidayat, 2016).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi
sehingga PAD menjadi prioritas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari
besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah (Hehamahua, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. APBD
mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran, dan disusun
untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
APBD terdiri dari tiga bagian utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-
lain yang sah. Belanja daerah mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan kuantitatif, Penelitian
Kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
(Sugiyono, 2012:8)

Sedangkan Jenis Penelitian deskriptif vyaitu dimaksudkan untuk pengukuran atau
menggambarkan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu hubungan antara teori dan
pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu sejenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi
dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. (Singarimbun, 2011:8). Sementara (Sugiyono,
2012:12), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta
dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan
menunjukkan apa yang penting atau tidak.

PEMBAHASAN
Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Adapaun rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah
tersebut Pramono, 2014. Semakin tinggi presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah begitu juga
sebaliknya. Rasio Kemandirian ini ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah
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dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer ini meliputi Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan (dalam Awani, M. F., & Hariani, S. (2021)).
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = Pendapatan Asli Daerah x 100

Pendapatan Daerah Lain - lain

Tabel I1I-Error! No text of specified style in document.-1 Skala Interval Pola Hubungan Serta
Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan
Sangat Rendah 0% - 25% Intruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 715% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Partisipatif

Sumber : (Fitriandi dkk, 2020)

Keterangan : 1) Instruktif, Pemerintah Pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan daripada Pemerintah Daerah. Dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah masih belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah; 2) Konsultatif, campur
tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah sedikit mampu dalam
melaksanakan otonomi daerah; 3) Partisipatif, campur tangan Pemerintah Pusat sangat berkurang
dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah mendekati kata mampu dalam melaksanakan otonomi daerah; 4) Delegatif, tidak
ada campur tangan Pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
daerah tersebut Pramono, 2014. Semakin tinggi presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah begitu
juga sebaliknya. Rasio Kemandirian ini ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah
dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer ini meliputi Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan (dalam Awani, M. F., & Hariani, S. (2021)).

RKKD = PAD x 100%
Pendapatan Transfer

Dengan kriteria sebagai berikut:
Sangat Rendah : 0% - 25%
Rendah : 25% - 50%

Sedang : 50% - 75%

Tinggi : 75% - 100%
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Tabel Error! No text of specified style in document.-1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2020 dan 2021

No| Pendapatan Daerah Anggaran Realisasi 2021 | Rasio Realisasi 2020 | Rasio
2021 (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
1| Pendapatan Asli  Daerah
(PAD) 38.225.694.968,00| 33.325.052.262,96| 87,18 31.634.242.246,18| 5,34
2 | Pendapatan Transfer 1.071.100.436.024,00 | 799.054.499.127,00| 74.60 772.384.225.262,00| 3,45

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

3| Sah 13.334.713.543,00 13.183.312.366,22 | 98,86 12.770.388.126,00| 3,23

JUMLAH 1.122.660.844.535,00| 845.562.863.756,18 | 75,32 816.788.855.634,18 3,52

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited 2021)

RKKD = 33. 325.052.262,96 X 100% = 4,17 % (Sangat rendah)
799.054.499.127,00

Tabel Error! No text of specified style in document.-2 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No Pendapatan Anggaran 2022 Realisasi 2022 Rasio Realisasi 2021 Rasio
Daerah (%) %)
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1| Asli Daerah 41.450.650.040,00 29.686.658.850,51 71.62 33.325.052.262,96 (10.92)
(PAD)
2 | Pendapatan Transfer 815.808.870.490,00 783.315.186.389,00 96,02 799.054.499.127,00 (1.97)
Lain-lain
Pendapatan Daerah 11.797.340.00,00 11.552.146.713,00 97.92 13.183.312.366,22 (12.37)
3 | Yang Sah
JUMLAH 869.056.860.530,00 824.553.991.952,51 94.88 845.562.863.756,18 (2.48)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited
2022)

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021-2023 menunjukkan
adanya fluktuasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta kategori
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Daerah mencapai
Rp845,562 miliar dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebesar 4,17%, yang masuk
dalam kategori Sangat Rendah. Tahun 2022, terjadi sedikit penurunan PAD menjadi Rp29,686 miliar,
dengan total realisasi pendapatan Rp824,553 miliar. RKKD menurun menjadi 3,79%. Pada tahun
2023, PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp29,362 miliar, meskipun Pendapatan Transfer
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meningkat signifikan hingga Rp969,008 miliar. Namun, RKKD justru semakin turun ke 3,03%, tetap
dalam kategori Sangat Rendah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah
dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Jika
dilihat dari data tahun 2021 hingga tahun 2023 yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil
dibandingkan dengan Pendapatan Transfer yang diterima. Perbedaan selisihnya sangat signifikan
sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum bisa dikatakan mandiri dari segi Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah dan masih dalam kriteria Sangat Rendah.

Rasio Efektivitas PAD merupakan indikator yang mengukur kemampuan pemerintah daerah
untuk merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah. Nilai rasio
dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD, di mana nilai minimal 100%
menunjukkan bahwa target telah tercapai secara optimal. Data LKP] menunjukkan bahwa:

e Tahun 2021: Target PAD sebesar Rp38,225,694,968,00 berhasil direalisasikan sebesar
Rp33.325.052.262,96 sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 87,18%. Nilai ini
dikategorikan sebagai “Cukup Efektif,” meskipun belum mencapai ambang 90% untuk
dianggap optimal.

e Tahun 2022: Target PAD meningkat menjadi Rp41,450,650,040,00 namun realisasi
menurun menjadi Rp29.686.658.850,51, menghasilkan rasio 71,62% yang termasuk dalam
kategori “Kurang Efektif.”

e Tahun 2023: Target PAD masih relatif tinggi di angka Rp41,958,839,490,00, sedangkan
realisasi PAD sedikit menurun menjadi Rp29.362.242.093,73, sehingga rasio efektifitas
lebih jauh menurun menjadi 69,98% dan tetap dikategorikan “Kurang Efektif.”

Terjadi penurunan konsisten dalam efektivitas PAD dari 87,18% di tahun 2021 menjadi
71,62% di tahun 2022 dan selanjutnya 69,98% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya
kesenjangan yang semakin melebar antara target yang ditetapkan dan realisasi PAD.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas atau Rasio Keserasian Belanja ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan atau mengedepankan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara
optimal. Di mana semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti
persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan
prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Tabel Error! No text of specified style in document.-3 Target dan Realisasi Belanja Daerah 2020-

2021
No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 | Rasio (%) Realisasi 2020 Rasio (%)

1 2 3 4 5 6 7
1 | Belanja Operasi 739.339.368.241,00| 559.898.234.708,11 7573 570.292.894.170,35 (1,82)
2 | Belanja Modal 257.905.987.936,00| 142.963.186.466,12 55,43| 159.748.471.277,92 (10,51)
3 | Belanja Tidak Terdugal 1.000.000.000,00 878.745.392,00 87,87 29.074.357.387,00 (96,98)
4 | Belanja Transfer 134.011.638.315,00| 103.730.745.616,00 77,40, 110.619.265.815,00 (6,23),
JUMLAH 1.132.256.994.492,00 | 807.470.912.182,23 71,32  869.734.988.650,27 (7,16)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited 2021)

Tahun 2021:
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e Belanja Operasi: Target mencapai Rp739,34 miliar dengan realisasi Rp559,90
miliar, menghasilkan rasio realisasi sebesar 75,73%.

e Belanja Modal: Target sebesar Rp257,91 miliar terealisasi Rp142,96 miliar (rasio
55,43%).

e Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer: Meskipun jumlahnya relatif lebih
kecil, realisasinya menunjukkan rasio yang bervariasi dengan kecenderungan di
bawah target bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e Total Belanja: Total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.132 triliun terealisasi
sebesar Rp807,47 miliar dengan rasio realisasi keseluruhan sebesar 71,32%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah) tahun Anggaran 2021 - 2023. Hasil perhitungan beberapa rasio untuk melihat
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023 maka
Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki kemandirian fiskal yang sangat rendah dengan RKKD
di bawah 5% Ketergantungan yang tinggi terhadap Pendapatan Transfer membuat keuangan daerah
rentan terhadap kebijakan fiskal pusat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan pada rasio efisiensi PAD selama
periode 2021-2023, perbaikan yang terlihat pada tahun 2023 memberikan harapan bahwa langkah-
langkah evaluasi dan penyesuaian operasional dapat membawa peningkatan dalam pengelolaan
keuangan daerah. Monitoring dan penyesuaian yang berkelanjutan menjadi kunci untuk
mempertahankan efisiensi dalam pengumpulan PAD dan mendukung kemandirian fiskal yang lebih
baik.

Pertumbuhan pendapatan daerah dari 2020 hingga 2023 tergolong rendah. Peningkatan yang
terjadi pada periode 2022-2023, meskipun positif, masih belum mencapai ambang minimal untuk
kategori sedang. Terutama, kinerja PAD yang stagnan dan penurunan pada periode tertentu
menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif dalam pengumpulan pendapatan asli daerah.
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